PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN PEJALAN

KAKI DAN PESEPEDA DITINJAU DARI PASAL 106 AYAT (2)











A. Latar Belakang  
Lalu lintas merupakan salah satu sarana yang memperlancar bagi 
masyarakat untuk melakukan kegiatan guna memenuhi perekonomiannya. 
Tidak dapat dibayangkan kehidupan tanpa adanya lalu lintas dalam melakukan 
suatu pekerjaan. Kebutuhan akan trasnportasi ini semakin meningkat seiring 
dengan mobilitas manusia yang juga semakin meningkat pesat seiring 
perkembangan jaman dimana manusia berpindah dari satu tempat ke tempat 
yang lain.  
Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lalu Lintas diartikan sebagai gerak 
Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan1. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diartikan sebagai satu kesatuan sistem 
yang terdiri atas Lalu Lintas,,Angkutan Jalan,,jaringan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, 
Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.2  
Transportasi sendiri merupakan pemindahan manusia atau barang 
dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. 
                                                          
1 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 




Transportasi dalam hal ini digunakan untuk memudahkan manusia untuk 
melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak ahli telah merumuskan dan 
mengemukakan pengertian transportasi. Para ahli sendiri memiliki beberapa 
pandangannya masing-masing yang mempunyai perbedaan dan persamaan 
antara yang satu dengan lainnya.3  Menurut Salim (2000) dalam buku 
Andriansyah, transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan 
penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi terdapat dua 
unsur yang terpenting yaitu pemindahan atau pergerakan (movement) dan 
secara fisik mengubah tempat dari barang (comoditi) dan penumpang ke tempat 
lain.4  
Transportasi digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus 
menggunakan sumber daya alam yang menyediakan makanan dan minuman, 
pakaian, dan perumahan sebagai tempat tinggal dengan harapan untuk 
mendapatkan penghidupan yang layak dan nyaman serta tenteram. Akan tetapi, 
keberadaan sumber daya alam di permukaan bumi tidak merata karena keadaan 
alam itu sendiri. Didunia ini tidak ada satu wilayahpunp yang dalam memenuhi 
kebutuhan akan sumber daya alam di wilayahnya hanya berasal dari wilayah itu 
sendiri, dengan demikian manusia harus melakukan transportasi dengan 
melintasi berbagai kondisi alam.5  
Di Indonesia angkutan jalan darat sudah menjadi kebutuhan utama 
masyarakat. Transportasi sendiri berperan sebagai penggerak, penunjang juga 
                                                          
3 Andriansyah. 2015. Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori. Jakarta. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama. Hal, 1.  
4 Ibid.  
5 Ibid. Hal, 2. 
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pendorong bagi kemajuan suatu daerah dalam hal pembangunan.  Peranan 
tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan 
pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.   
Dibalik segala manfaat serta tujuan baik dari transportasi terdapat pula 
berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan 
jalan raya. Semakin banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, maka tidak 
luput dari permasalahan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan segala 
perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya, 
baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa seperti 
kehilangan nyawa atau kerugian benda dan juga kamtibcarlantas.6  
Salah satunya permasalahan dalam lalu lintas yaitu mengenai 
ketidakhati-hatian para pengendara sepeda motor. Semakin padatnya jalan raya 
yang diakibatkan meningkatnya mobilitas manusia seperti halnya peningkatan 
volume kendaraan bermotor membuat tingginya tingkat kemacetan pada jam-
jam sibuk seperti halnya jam masuk kantor atau sekolah juga pada jam pulang 
kantor maupun pulang sekolah.   
Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya 
pembangunan, khususnya di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada 
dasarnya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya. Hal ini 
                                                          
6 Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung. Refika 
Aditama. Hal, 20. 
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dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan 
yang pada akhirnya akan memungkinkankan terjadinya berkendara seacara 
tidak aman atau ugal-ugalan yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi 
para pengguna jalan raya. Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah 
masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi 
kendaraan bermotor dibawah umur. Para pengemudi saling mendahului  antara 
satu sama lain tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri maupun 
keselamatan dari penumpang. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran 
akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Beberapa 
kecelakaan dalam berlalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari apabila 
pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.  
Demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas, diperlukan 
peraturan yang dapat mengatur ketertiban dalam berkendara. Karena itu, 
pengaturan lalu lintas mutlak perlu karena menyangkut keselamatan masyarakat 
dan pengguna jalan. Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah menyangkut 
setiap pengguna jalan, dimana setiap individu diharapkan dapat melaksanakan 
peraturan dalam berlalu lintas, tidak terkecuali siapapun mereka termasuk 
pejalan kaki, pesepeda pengendara roda dua ataupun pengendara roda empat. 
Selama mereka berada di jalan mereka tidak sekedar berjalan atau mengemudi, 




Keselamatan pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pesepeda 
diatur dalam pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi :7 
“Setiap orang yang mengemudikannKendaraan Bermotor di Jalan wajib 
mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda”.  
Keselamatan dari pejalan kaki dan pesepeda merupakan hal yang tidak 
dapat disepelekan, mengingat pejalan kaki dan pesepeda juga memiliki hak 
dalam menggunakan jalan raya secara aman. Setiap orang yang mengemudikan 
kendaraan bermotor di jalan diwajibkan dalam mengutamakan keselamatan 
pejalan kaki dan pesepeda dengan tidak menggunakan fasilitas yang berupa 
sarana dan prasarana yang dikhususkan untuk pengguna jalan yaitu pejalan 
kaki dan pesepeda.  
Pada faktanya banyak pengguna kendaraan bermotor yang melanggar 
aturan dan sewenang-wenang dalam menggunakan bahu jalan seperti 
contohnya melanggar rambu-rambu lalu lintas maupun menggunakan trotoar 
yang sebenarnya diperuntukan bagi pejalan kaki. Pengguna kendaraan 
bermotor kerap kali memotong jalan tanpa memperdulikan keselamatan 
pengguna jalan lain seperti Pejalan Kaki dan pesepeda yang melintas.   
Dalam beberapa jalan terdapat bagian ruas jalan yang diperuntukan bagi 
pesepeda, namun pengguna kendaraan bermotor tidak memperhatikan hal 
tersebut dan menggunakan jalur yang dikhususkan untuk pesepeda, sehingga 
                                                          




keselamatan bagi pesepeda terancam karena bersepeda tidak pada jalurnya. 
Pengguna kendaraan bermotor juga sering mendahului tanpa disertai dengan 
lampu sein tanpa memperdulikan keselamatan pengguna jalan lain khususnya 
bagi Pejalan Kaki dan pesepeda. Dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan 
bahwa :8  
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib 
mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.”  
Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi 
persyaratan teknis dan laik jalan, sehingga sebelum beroperasi di jalan 
kendaraan sudah memenuhi persyaratan yang dimaksud.  
Laik jalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan 
sebagai memenuhi persyaratan yg ditentukan serta aman untuk dikendarai di 
jalan (tt truk, bus, mobil, dsb).9 
Selain itu dalam pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  juga disebutkan bahwa : 10 
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib 
mematuhi ketentuan :;  
  a. rambu perintah atau rambu larangan;  
b. marka Jalan;  
c. alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;  
d. gerakan Lalu Lintas;  
e. berhenti dan Parkir; 
f. peringatan dengan bunyi dan sinar;  
g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau  
h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.,” 
                                                          
8 Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses tanggal 10 Desember 2018 




Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus mentaati 
beberapa aturan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 106 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 
Jalan.  
Jalan raya merupakan ruang publik yang dapat digunakan oleh beragam 
manusia dengan berbagai karakter. Sebagai sebuah ruang publik, tentu 
penggunaan jalan tidak dapat dimonopoli oleh segelintir orang. Undang-
Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru juga memuat ketentuan 
yang cukup ketat menyangkut masalah ketertiba di jalan raya. 11 
Oleh karena itu penting bagi penggunaan jalan untuk mengetahui aturan 
yang ada, bisa menghargai penggunaan jalan lain dan tidak ugal-ugalan di 
jalan. Jangan bertindak egois karena jalan raya bukan hanya digunakan anda 
seorang, tapi juga orang lain. Jangan sampai perilaku anda menyebabkan orang 
lain celaka atau tertimpa masalah, keegoisan juga bisa menghambat kelancaran 
lalu lintas yang berujung pada timbulnya kemacetan. Patuh terhadap aturan dan 
tidak egois kunci keselamatan di jalan.12 
Oleh karena itu adanya ketidaksesuain antara aturan dan pelaksanaan 
dimana aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang yang telah 
diterapkan oleh Negara yang berlaku secara sah, sedangkan masyarakat 
menjadi pelaksanaannya dalam mengikuti aturan yang tertera dalam pasal-
pasal jika tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut maka disebut pelanggaran 
                                                          
11 Manye Agung Kusmagi. 2010. Selamat Berkendara Di Jalan Raya. Jakarta. Penebar 
Swadaya Grub. Hal, 38. 
12 Ibid. Hal, 39 
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lalu lintas. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi pengaruh 
dalam hal pelaksanaan peraturan perundang-undangan.  
Menurut Krabbe, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-
nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang 
hukum yang diharapkan ada. 13 
Pengertian lain mengenai kesadaran hukum, dijelaskan oleh Soerjono 
Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan 
konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian 
antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya14 
Kerjasama antara masyarakat juga aparat penegak hukum harus tetap 
ditegakkan mengingat Indonesia merupakan negara hukum, agar tidak terjadi 
hal yang tidak diinginkan seperti halnya kecelakaan dengan faktor penyebab 
terbesar adalah manusianya sendiri yang lalai karena seringnya terjadi 
pelanggaran.  
Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan 
terhadap aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang 
diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai 
pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal-ugalan dalam mengendarai 
kendaraan, tidak sedikit kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa 
kendaraan dalam keadaan mabuk, menggantuk, dan mudah terpancing oleh ulah 
pengguna jalan yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan. 
                                                          
13 Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap 
Hukum. Jakarta. Kencana. Hal, 141. 
14 Marwan Mas. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia. Hal, 88. 
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Masalah-masalah lalu lintas pada umumnya berkisar mengenai 
kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan 
kesabaran pengguna jalan. Keadaan kemacetan lalu ini diakibatkan banyaknya 
volume kendaraan yang memenuhi ruas jalan raya. Selain itu pelanggaran yang 
dilakukan pengguna kendaraan terutama kendaraan bermotor roda dua yang 
sering melanggar karena mengingat jumlahnya yang banyak dan mudah untuk 
mendahului mobil dan melakukan pelanggaran contohnya melewati trotoar atau 
melintasi jalur pesepeda. Maka agar masalah masalah lalu lintas itu dapat di 
hindari dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah 
lalu lintas dan angkutan jalan raya, peraturan-peraturan ini tidaklah sepenuhnya 
sinkron atau sesuai dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh 
perkembangan masyarakat, maka dengan mudah akan terjadi pelanggaran 
karena peraturan sudah tidak sesuai dan tidak efektif.  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan 
penelitian dengan judul:  
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN PEJALAN 
KAKI DAN PESEPEDA DI TINJAU DARI PASAL 106 AYAT (2) 
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS 







B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memfokuskan penelitian 
pada permasalahan sebagai berikut:  
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap keselamatan pejalan kaki 
dan pesepeda ditinjau dari Pasal 106 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Malang? 
2. Hambatan apa saja dalam pemberian perlindungan hukum terhadap 
keselamatan pejalan kaki dan pesepeda ditinjau dari Pasal 106 Ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan di Kota Malang? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap 
keselamatan pejalan kaki dan pesepeda ditinjau dari Pasal 106 Ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan di Kota Malang 
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan apa saja dalam pemberian 
perlindungan hukum terhadap keselamatan pejalan kaki dan pesepeda 
ditinjau dari Pasal 106 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 





D. Manfaat Penelitian  
Manfaat bagi Penelitian ini adalah sebagai berikut:   
 a). Bagi Penulis  
Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum 
terhadap keselamatan pejalan kaki dan pesepeda ditinjau dari pasal 106 ayat 
(2) Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
guna meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas di Kota 
Malang.  
b). Bagi Masyarakat 
Dapat digunakan untuk memberikan informasi khususnya untuk 
pengguna kendaaraan bermotor terkait penerapan Pasal 106 ayat (2) Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, guna 
meningkatkan kehati-hatian dan keselamatan bagi pejalan kaki dan pesepeda 
sehingga tercipta tertib berlalu lintas.  
c). Bagi Pemerintah 
Dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam rangka pelaksanaan pasal 
106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan guna meningkatkan penegakan hukum bagi pelanggar lalu 







E. Kegunaan Penelitian  
Kegunaan yang diharapkan penulis yaitu, penelitian ini dapat menjadi 
bahan referensi dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum 
Pidana juga pada bidang hukum lainnya mengenai perlindungan hukum terhadap 
Keselamatan Pejalan kaki dan Pesepeda ditinjau dari Pasal 106 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
khsususnya bagi pengendara sepeda motor di Kota Malang. Selain itu, penelitian 
ini diharap dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.  
 
F. Metode Penelitian  
       Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah metode yang mendukung 
tercapainya tujuan penelitian. Menurut Arikunto, metode penelitian merupakan 
cara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data 
penelitiannya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang 
diperlukan dalam melakukan penelitian.15 Dalam penelitian ini metode yang 
digunakan antara lain sebagai berikut :  
1. Metode Pendekatan  
Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 
masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan 
penelitian atau penulisan.16 Metode pendekatan yang digunakan dalam 
                                                          
15 Arikunto Suharsimi. 2006. Metodologi Penelitian. Yogyakarta. Bina Aksara. Hal, 136 
16 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya 
Bakti. Hal, 112 
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penelitian ini yaitu yuridis sosiologis dengan mengemukakan hukum yang 
hidup di masyarakat. Sedangkan secara sosiologis yaitu menghubungkan 
antara kenyataan atau fakta di lapangan dengan aspek hukum yang digunakan 
untuk mengkaji permasalahan. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kota Malang khususnya 
pada SATLANTAS Polres Kota Malang dikarenakan berdasarkan 
pengalaman penulis sendiri bahwa sering terjadi kasus-kasus yang 
membahayakan keselamatan pejalan kaki seperti melanggar trotoar dan 
keselamatan pesepeda seperti menggunakan jalur yang dikhususkan untuk 
pesepeda. Di Malang sarana dan prasarana yang mendukung dalam kelayakan 
jalan bagi pejalan kaki dan pesepeda masih belum dapat dikatakan layak yang 
dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Hal ini 
berkaitan dengan judul tugas akhir mengenai Perlindungan Hukum Terhadap 
Keselamatan Pejalan kaki dan Pesepeda Di tinjau dari Pasal 106 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Studi di Polres Kota Malang). 
3. Sumber Data 
Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dengan 
wawancara atau menggali informasi pada responden serta data sekunder yang 
merupakan dokumen-dokumen serta tulisan-tulisan guna mendukung 




pernyataan responden. Dalam pencapaian data yang relevan, maka digunakan 
teknik pengumpulan data sebagai berikut:  
3.1  Data Primer 
Sumber Data Primer diperoleh langsung dari lapangan yang 
bersumber dari SATLANTAS dan masyarakat khususnya pejalan kaki 
dan pesepeda di Kota Malang yang berhubungan dengan permasalahan 
yang diteliti. Data primer ini didapat dengan melakukan wawancara 
dengan responden secara langsung guna memperoleh keterangan dan 
informasi terkait permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap 
Keselamatan Pejalan kaki dan Pesepeda Di tinjau dari Pasal 106 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Studi di Polres Kota Malang).  
3.2 Data Sekunder  
Sumber Data Sekunder digunakan sebagai data pelengkap yang 
mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari 
berbagai literature, dokumen-dokumen, tulisan, buku, arsip, majalah, 
penelitian terdahulu maupun peraturan yang berkaitan dengan 








4. Teknis Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti adalah sebagai 
berikut:  
a). Pengamatan (Observasi)  
Pengamatan dilakukan secara langsung oleh penulis pada objek 
penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Pejalan 
kaki dan Pesepeda Di tinjau dari Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di 
Polres Kota Malang).  
b). Wawancara   
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan 
informasi melalui tanya jawab serta diskusi kepada pihak SATLANTAS 
yaitu kepada Bapak Endiex, P. jabatan sebagai KAOR BINOPS (KBO) 
SATLANTAS Polres Kota Malang, Bapak Sutadi jabatan sebagai Ketua 
Unit (KANIT) LAKA Polres Kota Malang dan masyarakat khususnya 
pejalan kaki yang berjumlah sepuluh orang yang bernama Faizza, Ira, 
Wulan, Najwa, Ayu, Pipit, Dhea, Syakuru, Putra dan Jenny. Wawancara 
juga dilakukan terhadap lima pesepeda yang berinisial A, B,C,D,E  yang 
memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti yaitu tentang 
Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Pejalan kaki dan Pesepeda 
Di tinjau dari Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 




c). Studi Pustaka  
 Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data secara tidak 
langsung dari literatur, buku, majalah arsip atau berita cetak maupun melalui 
media elektronik. 
 
G.  Sistematika Penulisan  
Secara garis besar sistematika penulisan yang ada pada prosoposal 
penelitian ini, penulis memberikan gambaran umum serta membaginya pada 
beberapa bagian BAB dengan sistematika yaitu: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
 Pada bab ini menguraikan latar belakang yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan 
kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika 
penulisan dari penelitian sehingga memudahkan pembaca 
dalam memahami penelitian ini. 
BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini menguraikan definisi dan teori-teori tentang lalu 
lintas dan angkutan jalan yang berkaitan dengan tema utama 
dari penelitian yang dilakukan. Teori-teori yang berkaitan 
adalah teori tentang perlindungan hukum, teori keselamatan, 
definisi dari pejalan kaki dan pesepeda dan teori yang 
berkaitan dengan lalu lintas yang dapat digunakan sebagai 
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landasan atas pemecahan masalah mengenai Perlindungan 
Hukum Terhadap Keselamatan Pejalan kaki dan Pesepeda Di 
tinjau dari Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi 
di Polres Kota Malang). 
BAB III   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Pada bab ini penulis akan memaparkan, menguraikan dan 
menganalisa terkait dengan permasalahan yang diteliti untuk 
kemudian menjawab rumusan masalah terkait Bentuk 
Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Pejalan kaki 
dan Pesepeda Di tinjau dari Pasal 106 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Studi Kota Malang dan hambatan-hambatan  
dalam penegakan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di 
Kota Malang. 
BAB IV  :  PENUTUP 
 Pada bab ini terdapat kesimpulan serta saran yang menjadi 
bab terakhir dari penelitian ini, kesimpulan pada bagian ini 
menjadi kesimpulan akhir yang berisi pemikiran, pendapat 
serta solusi atas penelitian yang dilakukan. Saran dan hasil 
penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang 
terkait dalam penelitian ini. 
